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Penelitian di laksanakan di kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau 
di Kota Pekanbaru yang bertujuan untuk mengetahui Sistem dan Prosedur 
Ombudsman dalam Penyelesaian Laporan atas Dugaan Mal Administrasi 
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu 
penelitian ini memerlukan data primer dan data sekunder. Data tersebut 
didapatkan melalui wawancara, observasi dan dokementasi. Setelah terkumpul, 
selanjutnya di analisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif lalu disusun dan 
dihubungkan sengan teori-teori yang berhubungan dengan Sistem dan Prosedur 
Ombudsman dalam Penyelesaian Laporan atas Dugaan Mal Administrasi 
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Pekanbaru. Laporan 
masyarakat mengenai pemasalahan Sistem dan Prosedur Ombudsman dalam 
Penyelesaian Laporan atas Dugaan Mal Administrasi Penerimaan Peserta Didik 
Baru (PPDB) di Kota Pekanbaru pada tahun 2017 dan 2018 sebanyak 21 
laporan, Laporan yang diadukan masyarakat di periksa sesuai dengan proses 
sistem prosedur Ombudsman dalam Penyelesaian Laporan atas Dugaan Mal 
Administrasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Pekanbaru berupa, 
1) Menerima Laporan, 2) Pemeriksaan Substansi, 3) Tindak lanjut Laporan, 4) 
Melakukan Investigasi, 5) Tahap Resolusi, 6) Penutupan Laporan. Laporan yang 
diadukan ke ombudsman ada yang dapat di tindaklanjuti dan ada juga laporan 
yang diadukan ke Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau di Kota Pekanbaru 
laporannya tidakbisa dilanjuti. Di karenakan pelapor atau masyarakat tidak 
melengkapi sistem prosedur Ombudsman dan kendala ombudsman dalam 
penyelesaian permasalahan ini banyak para pelapor atau masyarakat tidak 
mempublikasikan nama pelapor hal ini membuat Ombudsman Perwakilan 
Provinsi Riau tidak bisa menyelesaikan laporan pengaduan masyarakat mengenai 
dugaan mal administrasi npelayanan publik mengenai PPDB di Kota Pekanbaru. 
Solusi dalam penyelesaian permasalahan ini Ombudsman hanya bisa memberikan 
teguran kepada kepala sekolah maupun terlapor supaya di kemudian hari tidak 
ada laporan di adukan masyarakat kepada Ombudsman dan diminta pihak 
sekolah untuk memperbaiki sistem Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota 
Pekanbaru.  
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Penyelenggaraan negara dan pemerintahan diwarnai dengan praktek mal 
administrasi antara lain terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga mutlak 
diperlukan reformasi birokrasi penyelenggaraan negara dan pemerintahan demi 
terwujudnya penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif, efisien, 
jujur, bersih, terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 
Penyelenggaraan negara khususnya, penyelenggaraan pemerintahan harus  
memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat oleh 
aparatur pemerintahan termasuk lembaga peradilan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari upaya untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Banyaknya 
keluhan yang di lontarkan masyarakat berkaitan dengan buruknya kinerja 
pelayanan publik. Pelayanan yang bertele-tele dan cenderung birokratis, biaya 
yang tinggi, pungutan-pungutan tambahan, pelayanan yang diskriminatif, kurang 
ramah, arogan, lambat dan sederetan persoalaan, untuk itu di bentuk lembaga 
pengawasan yang independen dikenal dengan nama Ombudsman. Agar keluhan 
masyarakat mengenai persoalan mal administrasi dapat diadukan.    
Ombudsman adalah lembaga negara yang diadakan untuk mengawasi 






masyarakat, oleh aparat penyelenggara negara, Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN), Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN). 
Dalam Undang-Undang nomor 37 Tahun 2008 pasal 1 Ombudsman 
Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan 
mengawasi pemberian pelayanan umum oleh penyelenggara negara dan 
pemerintah kepada masyarakat. Penyelenggara negara dimaksud meliputi lembaga 
peradilan, kejaksaan, kepolisian, badan pertanahan nasional, pemerintah daerah, 
instansi departemen dan non-departemen, bumn, dan perguruan tinggi negeri, 
serta badan swasta dan perorangan yang seluruh atau sebagian anggarannya 
menggunakan APBN/APBD.  
Ombudsman Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara bersifat 
mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan 
instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya 
bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. bertujuan membantu menciptakan 
dan mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan 
korupsi, kolusi, nepotisme serta meningkatkan perlindungan hak masyarakat agar 
memperoleh pelayanan publik, keadilan dan kesejahteraan. 
Dalam rangka memperlancar tugas pengawasan penyelenggaraan tugas 
negara di daerah, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mempunyai perwakilan-
perwakilan di setiap provinsi di seluruh Indonesia. Pembentukan kantor 
perwakilan ini tentu saja dengan tujuan untuk mendekatkan fungsi ombudsman 
sebagai lembaga pengawasan pelayanan publik kepada masyarakat di daerah-




juga mempunyai perwakilan Provinsi Riau dengan kantor pusat nya di Kota 
Pekanbaru. Melalui kantor-kantor perwakilannya, ombudsman ingin mewujudkan 
pelayanan publik prima sampai pada tingkat daerah yang selanjutnya disebut 
lembaga ombudsman daerah. 
Kehadiran Perwakilan Lembaga Ombudsman Republik Indonesia di Kota 
Pekanbaru pada tanggal 30 Oktober 2012 diharapkan mampu memberikan solusi 
bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pekanbaru. Ombudsman 
merupakan lembaga perwakilan yang dirancang sebagai lembaga publik yang 
dapat memberikan akses dan kontrol masyarakat dalam partisipasi pengawasan 
kinerja pelayanan publik dan atau dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat 
yang berkaitan dengan persoalan masyarakat dengan pemerintahan daerah. 
Proses penanganan laporan masyarakat yang diterima oleh ombudsman 
dilakukan secara administratif maupun substantif. Hasil dari proses penanganan 
yang dalam hal ini disebut tindak lanjut berupa bukan kewenangan, laporan gugur, 
laporan dicabut, pelimpahan, pengkajian administrasi, melengkapi data, 
pengkajian substansi, klarifikasi, pemeriksaan lanjutan, mediasi, investigasi dan 
rekomendasi.  
Dikutip wawancara riuaterkini.com kepada kepala Ombudsman Perwakilan 
Provinsi Riau bapak Ahmad Fitri mengatakan: 
“Ahmad Fitri menyebut soal pendidikan. Tahun ini masuk sebanyak 144 
laporan pengaduan masyarakat yang masuk di Ombudsman RI Perwakilan 
Riau. Kebanyakan masyarakat mengadukan soal pelaksanaan Ujian Nasional 
dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Misalnya ada siswa yang tidak 
diperbolehkan mengikuti Ujian Nasional karena menunggak uang Komite atau 




Ombudsman. Pengaduan ini disampaikan oleh sekolah swasta yang 
kehilangan murid-murdinya karena pindah ke sekolah negeri. Sekolah swasta 
ini melaporkan ketika penerimaan sudah tutup dan kegiatan belajar sudah 
berjalan, ada siswa-siswanya yang pindah ke sekolah negeri. Ini tentu 
merugikan mereka dan berpotensi Pungli, sebutnya. Ombudsman menilai 
bahwa ada oknum di suatu sekolah yang menawarkan penerimaan ketika 
kegiatan PPDB selesai. Sehingga disinyalir ada peluang Pungli di situ. " Tapi 
tak pula mau sekolah swasta melapor ke Dinas Pendidikan. Soalnya takut 
nanti dipersulit, bebernya. Tak cuma itu, ada juga beberapa laporan dari 
masyarakat yang mengaku tidak diterima masuk di sekolah negeri dengan 
jalur siswa kurang mampu, padahal rumahnya di dekat sekolah. "Seharusnya 
sekolah mengalokasikan 20 persen siswanya untuk siswa yang kurang mampu, 
kata dia. Lain lagi masalah komite, ini juga kerap menjadi permasalahan 
orang tua. Pungutan yang dilakukan oleh komite untuk berbagai keperluan 
terkadang memberatkan bagi beberapa orang wali siswa. "Memang tak boleh 
memungut untuk keperluan seragam dan buku, namun ini bisa dilakukan oleh 
Komite Sekolah atas kesepakatan bersama Jelasnya. 
Kepada Riauterkini.Com. Rabu, 20 September 2017 
Banyak laporan yang diadukan masyarakat kepada ombudsman masih 
rendahnya bentuk pelayanan publik yang dilakukan aparatur birokrasi yang berada 
di pemerintah Provinsi Riau.di bidang di bidang Penerimaan Peserta Didik Baru 
(PPDB). 
Adapun bentuk-bentuk laporan yang termasuk dalam kategori 
maladministrasi yang sering diadukan oleh Ombudsman Republik Indonesia 
Perwakilan Provinsi Riau yaitu: 
1. Penundaan berlarut. 
2. Tidak memberikan pelayanan. 
3. Tidak berkompeten. 
4. Penyalahgunaan wewenang. 
5. Permintaan imbalan uang korupsi. 




7. Bertindak tidak layak dan tidak patut. 
8. Berpihak. 
9. Konflik kepentingan. 
10. Diskriminasi. 
Pada tahun 2017 dan 2018 Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 
Provinsi Riau menerima pengaduan masyarakat dugaan mal administrasi 
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota pekanbaru Dari laporan tersebut 
terjadi di sekolah negeri terutama di tingakat SDN, SMPN dan SMAN sebanyak 
21 laporan. Buruknya pelayanan publik di sektor pendidikan ini banyak 
masyarakat yang di rugikan. Jenis laporan yang di terima Ombudsman ada 5 jenis 
laporan  yaitu: 
1. Tidak Kompeten. 
2. Permintaan Uang. 
3. Penyalahgunaan Wewenang. 
4. Tidak Patut. 
5. Tidak Memberikan Pelayanan. 
Khusus untuk bidang pendidikan mengenai PPDB di Kota Pekanbaru 
Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Riau menemukan beberapa 
bentuk laporan maladministrasi dalam PPDB berupa: 
Tabel 1.1 Laporan Pengaduan Masyarakat Kepada Ombudsman Mengenai 
PPDB di Kota Pekanbaru Tahun 2017 
No 
 
Jenis Laporan Maladministrasi 
Bidang Pendidikan PPDB 
Pendidikan 
SD SMP SMA 




2 Permintaan Uang 2   
3 Penyalahgunaan Wewenang  1  
4 Tidak Patut   1 
 Total 2 1 6 
Sumber : Kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau 2018 
Tabel 1.2 Laporan Pengaduan Masyarakat Kepada Ombudsman Mengenai 
PPDB di Kota Pekanbaru Tahun 2018 
No 
 
Jenis Laporan Maladministrasi 
Bidang Pendidikan PPDB 
Pendidikan 
SD SMP SMA 
1 Penyalahgunaan Wewenang 1   
2 Tidak Memberikan Pelayanan  1  
 Total  1 1  
Sumber : Kantor Ombudsman Perwakilan Provin Riau 2018 
Untuk memperjelas laporan dari tabel 1.1 dan 1.2 tentang pengaduan 
masyarakat kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau 
mengenai permasalahan mal administrasi terhadap PPDB dapat dilihat dibawah 
ini 
Dari permasalahan penerimaan peserta didik baru (PPDB), banyaknya 
laporan yang di adukan masyarakat kepada Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau 
di Kota Pekanbaru terjadi pada proses pendaftaran, seleksi, pengumuman hasil 
akhir hingga sampai daftar ulang. Adapun Alur penerimaan peserta didik baru 








Gambar 1.1 Alur Penerimaan Peserta Didik Baru  
 
 Pendaftaran     Seleksi            Pengumuman Hasil Akhir 
   
 
    Daftar ulang 
 
Pada alur penerimaan peserta didik baru tahap pendaftaran para siswa/I 
mendaftarkan diri untuk masuk ke sekolah yang diinginkan atau yang telah 
ditetapkan sebagai calon peserta didik baru dengan memenuhi syarat-syarat yang 
telah ditetapkan. Tahap seleksi  para calon siswa/I didik baru di seleksi, dengan 
cara test akademik dan juga diseleksi dengan metode nilai rata-rata lapor yang 
tinggi (hanya untuk di tingkat Smp dan Sma) dan tidak di peruntukan pada tingak 
Sd. Dalam tahap ini prosesnya telah memenuhi syarat-syarat sebelumnya. Tahap 
selanjutnya pengumuman hasil akhir, para calon peserta didik baru dapat melihat 
hasil pengumuman bagi siswa/I yang lulus dapat dilihat langsung kesekolah 
tempat mendaftarkan diri. Pada tahap akhir daftar ulang, peserta didik yang lulus 
mendaftar ulang bukti sebagai siswa/I akan bersekolah tersebut. 
Banyak pengaduan pelanggaran mal administrasi kepada ombudsman 
terutama dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada tahap pendaftaran, 
pengumuman hasil akhir dan daftar ulang. Dengan bentuk pelanggaran tidak 





Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa laporan pengaduan masyarakat 
kepada Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau, khususnya tentang pelayanan 
pendidikan terutama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Bukti lemahnya 
bentuk pelayanan ASN dalam memberikan pelayanan kepada masayarakat. 
Sebaiknya pelayanan publik harus memberikan pelayanan yang professional, agar 
pelayanan publik berjalan dengan baik sesuai aturan yang telah ditetapkan. 
Supaya terciptanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberian layanan 
(aparatur pemerintah) yang baik. 
Kehadiran Lembaga Ombudsman Daerah di Kota Provinsi Riau terutama di 
Kota Pekanbaru diharapkan mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan 
daerah yang bersih, demokratis, transparan, dan akuntabel serta bebas dari 
korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan, dan tindakan 
sewenang-wenang serta membantu setiap warga masyarakat untuk memperoleh 
pelayanan yang baik, berkualitas,  professional dan proporsional berdasarkan asas 
kepastian hukum, keadilan, dan persamaan dari pemerintahan daerah. Oleh karena 
itu di bentuklah Lembaga Ombudsman Kota Pekanbaru. Atas dasar tersebut 
peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang “Analisis Sistem Dan Prosedur 
Ombudsman dalam Penyelesaian Laporan Atas Dugaan Mal-Administrasi 
Penerimaan Peserta  Didik Baru (PPDB) di Kota Pekanbaru”. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil 




1. Bagaimana analisis sistem dan prosedur ombudsman dalam Penyelesaian 
Laporan Atas Dugaan Mal-Administrasi Penerimaan Peserta  Didik Baru 
(PPDB) di Kota Pekanbaru. 
2. Bagaimana tindak lanjut rekomendasi ombudsman oleh terlapor 
pelaksanaan analisis sistem dan prosedur ombudsman dalam Penyelesaian 
Laporan Atas Dugaan Mal-Administrasi Penerimaan Peserta  Didik Baru 
(PPDB) di Kota Pekanbaru. 
1.3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini sebagai 
berikut:  
1. Untuk mengetahui analisis sistem dan prosedur ombudsman dalam 
Penyelesaian Laporan Atas Dugaan Mal-Administrasi Penerimaan Peserta  
Didik Baru (PPDB) di Kota Pekanbaru. 
2. Untuk mengetahui tindak lanjut rekomendasi ombudsman oleh terlapor 
pelaksanaan analisis sistem dan prosedur ombudsman dalam Penyelesaian 
Laporan Atas Dugaan Mal-Administrasi Penerimaan Peserta  Didik Baru 
(PPDB) di Kota Pekanbaru. 
1.4. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 
1. Manfaat Praktis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan 
pertimbangan untuk meningkatkan langkah- langkah untuk melakukan 




Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Studi kasus Penerimaan Siswa/I didik 
Baru di Kota Pekanbaru, melalui fungsi Lembaga Ombudsman Kota 
Pekanbaru. Dengan demikian akan tercipta pemerintahan daerah yang 
bersih, demokratis ,transparan, dan akuntabel serta bebas dari korupsi, 
kolusi, nepotisme. 
2. Manfaat Teoritis 
Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang 
pelayanan publik, fungsi-fungsi lembaga Ombudsman dan tentang kendala  
pelayanan publik bidang pendidikan yang baik. Hasil penelitian ini juga 
dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. 
1.5. Sistematika Penulisan  
Dalam penelitian ini penulis menguraikan sistematika penulisan dalam 
berbagai bab sebagai berikut: 
BAB I :  PENDAHULUAN  
Dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, 
Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian serta 
Sistematika Penulisan. 
BAB II :  LANDASAN TEORI 
Dalam bab ini menguraikan tentang Deskripsi teori, Indikator, 
Kerangka Pemikiran serta hipotesis. 
BAB III :  METODE PENELITIAN 
Dalam bab ini meliputi lokasi dan waktu penelitian, jenis data, 




BABIV:  GAMABARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  
Pada bab ini membahas hasil dari penelitian tantang analisis sistem 
dan prosedur Ombudsman dalam penyelesaian laporan atas dugaan 
mal-administrasi Penerimaan Peserta  Didik Baru (PPDB) di Kota 
Pekanbaru. 
BABV:  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
Pada bab ini membahas hasil penelitian tentang analisis sistem dan 
prosedur Ombudsman dalam penyelesaian laporan atas dugaan 
mal-administrasi Penerimaan Peserta  Didik Baru (PPDB) di Kota 
Pekanbaru. 
BABVI:  PENUTUP 















2.1. Sistem  
Menurut Senge dalam Ibrahim (2009) Kata sistem berasal dari kata kerja 
“sunitannai” (yunani) yang berarti “ meyebabkan berdiri bersama. Sistem secara 
umum suatu totalitas (etentitas) yang kompleks yang terdiri dari seperangkat 
bagian-bagiannya (subsistem-subsistem) ysng saling berinteraksi sesamanya dan 
lingkungannya dalam bentuk saling ketergantungan yang terkait untuk mencapai 
tujuan tertentu.  
Menurut Mulyadi (2001) sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat 
menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok organisasi. 
Menurut Elias M. Award (1994) sistem adalah sekelempok komponen yang 
teratur (yang merupakan subsistem ) yang saling berkaitan dengan rencana yang 
dibuatnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. 
Menurut Atmosudirdjo sistem adalah sistem nyang terdiri dari atas objek-
objek atau unsur-unsur atau komponen-komponen yang berkaitan dan 
berhubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut 
merupakan suatu kesatuan pemrosesan atau pengolahan yang tertentu. 
Menurut Jogiyanto (2005) Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur- 
prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan 






Dari beberapa definisi diatas sistem adalah Suatu jaringan kerja yang 
memliki seperangkat bagian-bagian yang mempunyai subsistem-subsistem  yang 
terencana  dan berhubungan satu sama lainnya dalam rangka untuk tujuan 
tertentu. 
2.2. Prosedur 
Menurut Ida Nuraida (2008) prosedur adalah urutan langkah-langkah (atau 
pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan). Dimana pekerjaan tersebut dilakukan, 
berhubungan dengan apa yang dilakukan bagaimana melakukannya dan siapa 
yang melakukannya. 
Menurut A.S. Moenir (1982) prosedur adalah suatu rangkaian tindakan 
langkah atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk dapat 
mencapai suatu tahap tertentu dalam hubungan pencapaian tujuan akhir. 
Menurut Mulyadi (2001) suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya 
melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk 
menjamin penanganan secara seragam transaksi organisasi yang terjadi berulang-
ulang.  
Menurut syamsi (1994) prosedur adalah suatu rangkaian metode yang telah 
menjadi pola tetap dalam melakukan suatu pekerjaan yang merupakan suatu 
kebutuhan.  
Menurut Amsyah (2005) prosedur adalah peraturan. Aturan tersebut berupa 
aturan bermain, aturan bekerjasama, aturan berkoordinasi, sehingga unit-unit 




dan efektif. berisi cara yang spesifikasikan untuk melaksanakan suatu aktivitas 
atau suatu proses.  
Dari beberapa definisi diatas prosedur adalah urutan langkah-langkah 
pelaksanaan kerja yang melibatkan beberapa orang untuk mencapai tahap tertentu 
secara efisien dan efektif. 
2.3. Pelayanan Publik  
Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan keperluan 
orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai 
dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. 
Pelayanan publik menurut Moenir (2002) adalah kegiatan yang dilakukan 
oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui 
sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang 
lain sesuai dengan haknya. Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah 
kepada masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara 
sebagai sebagai pelayan masyarakat. 
Menurut Wasitono (2001) Pelayanan publik adalah bagian jasa, baik oleh 
pemerintah, swasta, atas nama pemerintah atau swasta kepada masyarakat,  
dengan atau tanpa  pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan 
masyarakat. 
Menurut Sinambela (2004) Pelayanan publik adalah sebagai suatu kegiatan 
yang dilakukan oleh  pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap 




menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara 
fisik. 
Agung Kurniawan dalam Harbani Pasalog (2010) pelayanan publik adalah 
pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain tau masyarakat yang 
mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata 
cara yang telah ditetapkan. 
Pelayanan publik menurut Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara No: 63/Kep/M.PAN/7/2003 adalah segala kegiatan pelayanan 
yang dilaksanakan oleh penyelenggara layanan publik sebagai upaya pemenuhan 
kebutuhan penerima layanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Sementara itu di UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
disebutkan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan 
atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 
publik. 
Dari beberapa definisi diatas bahwa pelayanan publik adalah segala kegiatan 
pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara layanan publik sebagai upaya 
memberikan layanan kepada masyarakat baik berupa jasa atau barang dan 






2.3.1. Tujuan Pelayanan Publik  
Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 disebutkan bahwa 
tujuan Undnag-Undang pelayanan publik adalah sebagai berikut: 
1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung 
jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan 
penyelenggara pelayanan publik. 
2. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai 
dengan azas-azas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. 
3. Terpenuhnya penyelenggaraan pelayana publik yang sesuai dengan 
peratuaran perundang-undangan. 
4. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum masyarakat dalam 
penyelenggara pelayanan publik. 
Sementara itu dalam Peraturan Menteri   Pendayagunaan Apartur Negara 
Dan Reformasi  Birokrasi No 5 tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan 
Publik, menyatakan tujuan nya ialah  untuk memberikan kepastian, meningkatkan 
kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras 
dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan 
masyarakat, serta pedoman standar pelayanan adalah agar setiap penyelenggara 
mampu menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan publik 
dengan baik dan konsisten. Dan hakikat yang paling penting layanan publik 





Jadi dalam hal ini pelayanaan publik sangat jelas bahwa pemerintah melalui 
instansi-instansi penyedia layanan publik yang ada bertanggung jawab meberikan 
pelayanana publik secara prima kepada masyarakat. 
2.3.2. Prinsip-Prinsip Pelayanan  
Pada Peraturan Menteri   Pendayagunaan Apartur Negara Dan Reformasi  
Birokrasi No 5 tahun 2015 menjelaskan prinsip-prinsip pelayana sebagai berikut: 
1. Sederhana. Standar pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, 
mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya 
terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara. 
2. Partisipatif. Penyusunan Standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat 
dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan 
atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan. 
3. Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam Standar pelayanan harus dapat 
dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang 
berkepentingan. 
4. Berkelanjutan. Standar pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikan 
sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan. 
5. Transparansi. Standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh 
masyarakat. 
6. Keadilan. Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang 
diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status 




2.3.3. Standar Pelayanan Publik 
Pelayanan publik harus diberikan standar tertentu. Standar adalah spesifikasi 
teknis atu sesuatu yang dibakukan sebagai patoakan dalam melukakan kegiatan. 
Dengan demikaian, standar pelayanan publikadalah spesifikasi teknis pelayanan 
yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan pelayanan publik. Tujuan ada 
nya standar pelayanan publik adalah untuk memberikan kepastian , meningkatkan 
kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras 
dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan 
masyarakat. Oleh sebab itu, setiap  penyelenggaraan pelayanan publik harus 
memiliki standar pelayanan, dalam hal ini standar tersebut dipublikasikan agar 
masyarakat sebagai pengguna pelayanan adanya kepastian dalam melakukan 
pelayanan publik. 
Peraturan MenPAN RB No 5 tahun 2015 Bab II Standar Pelayanan adalah 
tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan 
acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara 
kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, 
terjangkau, dan terukur. 
Apabila suatu instansi belum memiliki standar pelayanan, maka pelayanan 
belum prima. Apabila sudah melakukan hal tersebut maka pelayanan tersebut 
prima, serta mampu memuaskan pelanggan atau sesuai harapan pelanggan. 
Instansi yang belum memliki standar pelayanan perlu menyusun standar 




dengan baik dan dapat diukur. Kepuasan masyarakat ini merupakan salah satu 
ukuran dalam menentukan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh aparat 
birokrasi pemerintah. 
Komponen standar pelayanan publik tertuang dalam peraturan MenPAN RB 
No 5 tahun 2015 dalam peraturan ini dibedakan menjadi dua bagian yaitu: 
a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian 
pelayanan (service delivery) meliputi: 
1) Persyaratan. 
2) Sistem, mekanisme, dan prosedur. 
3) Jangka waktu pelayanan. 
4) Biaya atau tarif. 
5) Produk pelayanan. 
6) Penanganan pengaduan, saran dan masukan.   
b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan 
pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi: 
1) Dasar hukum. 
2) Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas. 
3) Kompetensi pelaksana. 
4) Pengawasan internal. 
5) Jumlah pelaksana. 
6) Jaminan pelayanan. 
7) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan. 




Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
penyelenggaraan pelayananan publik terbagi atas tiga jenis yaitu: 
1. Pelayanan Administratif  
Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang 
dibutuhkan oleh publik. Seperti: KTP, akte nikah, akte kelahiran, akte 
kematian, BPKB,STNK, SIM, IMB, passport, seritikat kepemilikan tanah 
dan sebagainya. 
2. Pelayanan Barang 
Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang 
digunakan oleh masyarakat. Seperti: jaringan telepon, jaringan listrik serta 
air bersih. 
3. Pelayanan Jasa 
Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang diperlukan oleh 
masyarakat. Seperti: pendidikan, pelayanan kesehatan, penyelenggara 
transportasi serta jasa pos (pengiriman barang) dan lain-lain.  
2.4. Ombudsman  
Menurut Masthuri (2005) Ombudsman merupakan institusi pengawasan 
yang dapat tumbuh disegala “medan”. Ia tidak dibatasi oleh sekat-sekat bentuk 
negara, ideologi dan sistem pemerintahan. Keberadaannya menjadi instrument 
yang sangat penting bagi proses demokratisasi suatu bangsa.   
Berdasarkan Undang-Undang Nmor 37 tahun 2008 Pasal 1 Angka 1 
Tentang Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman adalah lembaga negara 




yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk 
yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik 
Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan 
yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau 
seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau 
anggaran pendapatan dan belanja daerah.  
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 Tentang Ombudsman 
Republik Indonesia, Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat 
mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan 
instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya 
bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.  
Dari hal tersebut menjelaskan lembaga ombudsman mempunyai 
kewenangan mengawasi penyelengaraan pelayanan publik yang diselenggarakan 
oleh penyelenggra negara dan pemerintahan. Ombudsman bekerja tidak adanya 
hubungan dengan instansi-instansi terkait, lembaga-lembaga pemerintah lainnya, 
serta menajankan tugas dan wewenangnaya bebas dari campur tangan kekuasaan 
lainya dan bekerja secara maksimal dan optimal dalam melaksanakan fungsi, 
tugas- tugasnya tersebut. Di sebabkan ombudsman merupakan lembaga pengawas 
eksternal bagi penyelenggara pemerintah. 
2.4.1.Tujuan Pembentukan Ombudsman 
Sebelum reformasi penyelenggaraan negara dan pemerintahan adanya  




sehingga mutlak diperlukan reformasi birokrasi penyelenggaraan negara dan 
pemerintahan demi terwujudnya penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang 
efektif dan efisien, jujur, bersih, terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi, dan 
nepotisme (KKN). Penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik hanya 
dapat tercapai dengan peningkatan mutu aparatur Penyelenggara Negara dan 
pemerintahan dan penegakan asas-asas pemerintahan umum yang baik. Untuk 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan upaya meningkatkan pelayanan 
publik dan penegakan hukum diperlukan keberadaan lembaga pengawas eksternal 
yang secara efektif mampu mengontrol tugas penyelenggara negara dan 
pemerintahan.   
Pengawasan internal yang dilakukan oleh pemerintah sendiri dalam 
implementasinya ternyata tidak memenuhi harapan masyarakat, baik dari sisi 
obyektifitas maupun akuntabilitasnya. Dari hal tersebut terbentuk lembaga 
pengawas dalam penyelenggaraan pemerintah yaitu ombudsman. Ombudsman 
bertujuan membantu menciptakan dan mengembangkan kondisi yang kondusif 
dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme serta 
meningkatkan perlindungan hak masyarakat agar memperoleh pelayanan publik, 
keadilan, dan kesejahteraan. rangka memperhatikan yang berkembang dalam 
masyarakat, agar terwujud aparatur penyelenggara Negara pemerintah yang baik 







Lembaga ombudsman dalam melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan UU 
No 37 Tahun 2008 Pasal 7 yang berbunyi: 
1. Menerima Laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik. 
2. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan. 
3. Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan 
ombudsman. 
4. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan 
maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 
5. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga 
pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan. 
6. Membangun jaringan kerja. 
7. Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik. 
8. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-gundang. 
2.4.3.Wewanang Ombudsman 
Adapun wewenang ombudsman dalam menjalankan tugasnya sebagai 
berikut: 
1. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pelpor, terlapor, atau 





2. Memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada 
pelapor ataupun terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu laporan. 
3. Meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang 
diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan laporan dari instansi 
terlapor. 
4. Melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor, dan pihak lain yang 
terkait dengan laporan. 
5. Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para 
pihak. 
6. Membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk 
rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak 
yang dirugikan. 
7. Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan 
rekomendasi. 
Dalam lanjutannya wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 
Ombudsman berwenang: 
1. Menyampaikan saran kepada presiden, kepala daerah, atau pimpinan 
penyelenggara negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan 
organisasi dan prosedur pelayanan publik. 
2. Menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau kepala daerah agar terhadap undang-
undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan 




Dalam hal ini peran lembaga ombudsman dalam menjalankan tugas-
tugasnya, tertuang pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Pasal 7 tentang 
Lembaga Ombudsman Indonesia, yaitu tugas- tugas sebagai berikut: 
a. Menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik. 
b. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan. 
c. Menindak lanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan 
ombudsman. 
d. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan 
Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 
e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga 
pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan. 
f. Membangun jaringan kerja. 
g. Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik. 
h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. 
2.4.4.Fungsi Ombudsman 
Menurut UU NO 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman pada bab IV 
menjelaskan fungsi ombudsman yaitu, Ombudsman berfungsi mengawasi 
penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara 
Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang 




Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi 
tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. 
2.5. Mal-Administrasi Dalam Penyelengaaraan Pemerintah 
Menurut Widodo dalam Masthuri (2005) Mal administrasi adalah suatu 
praktek yang menyimpang dari etika administrasi, atau suatu praktek administrasi 
yang menjauhkan dari pencapaian tujuan administrasi. 
Didalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang 
Ombudsman Republik Indonesia, dijelaskan pengertian maladministrasi. 
Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui 
wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan 
wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara 
dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi 
masyarakat dan orang perseorangan. 
2.5.1. Bentuk-Bentuk Mal Adminnistrasi 
Ombudsman nasional mengkategorikan bentuk-bentuk mal administrasi 
yaitu: 
1. Tindakan yang dirasakan janggal karena dilakukan tidak sebagaimana 
mestinya (inappropriate). 
2. Tindakan yang menyimpang (deviate). 




4. Tindakan penyalahgunaan wewenang (abuse of power). 
5. Tindakan penundaan yang mengakibatkan keterlambatan yang tidak perlu 
(undule delay). 
6. Tindakan yang tidak patut (inequity). 
Bentuk-bentuk maladministrasi yang paling umum yaitu penundaan 
berlarut, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, pengabaian 
kewajiban hukum, tidak transparan, kelalaian, diskrimanasi, tidak professional, 
ketidakjelasan informasi, tindakan sewenang-sewenang, ketidakpastian hukum 
dan salah pengelolaan. 
2.6. Landasan Hukum 
Adapun landasan hukum yang langsung menyebut tentang pencegahan dan 
penyelesaian maladministrasi dalah sebagai berikut: 
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang 
Ombudsman Republik Indonesia Pasal 6 berbunyi “Ombudsman berfungsi 
mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh 
Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah 
termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan 
Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta 
atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik 
tertentu”. 
2. Undang-undang no 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman pada bab IV 




3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 
Pelayanan Publik Melaui Pasal 2 berbunyi “ Untuk memberikan kepastian 
hukum daam hubungan anatara masyarakat dan penyelanggara dalam 
pelayanan publik”.  
2.7. Pandangan Islam 
Ayat yang menjelaskan tentang pandangan islam tentang pengawsan adalah: 
َ يَعلَُم ما فِي السَّماواِت َوما فِي األَرِض  ما يَكوُن ِمن نَجوى ثاَلثٍَة إِّلا أَلَم تََر أَنَّ َّللاَّ
هَُو رابُِعهُم َوّل َخمَسٍة إِّلا هَُو ساِدُسهُم َوّل أَدنى ِمن ذلَِك َوّل أَكثََر إِّلا هَُو َمَعهُم أَيَن 
َ بُِكلِّ َشيٍء َعليم    ما كانوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِما َعِملوا يَوَم القِياَمِة إِنَّ َّللاَّ
 
Artinya: Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya allah mengetahui apa 
yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, 
melainkan dialah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, 
melainkan dialah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang 
kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia berada bersama mereka di 
manapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka 
pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya allah maha 
mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al-mujadilah:7) 
Bahwa Allah memberikan peringatan keras kepada kaum muslimin yang 
tidak melakukan aksi atau perubahan ketika melihat tindak kemungkaran. 
Pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan 
dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan itu dapat terdiri dari mekanisme 




didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan 
lain-lain. Agar terhindar dari bentuk penyimpangan, dan menuntutnya konsisten 
menjalankan hukum-hukum dan syariah Allah dalam setiap aktivitasnya, dan ini 
merupakan tujuan utama islam. 
2.8. Definisi Konsep 
Defenisi konsep merupakan pengertian yang diberikan batasan definisi 
konsep dalam penelitian digunakan agar tidak terjadi kesalahan persepsi dalam 
pemahaman terhadap tulisan, fungsi ombudsman Republik Indonesia Perwakilan 
Provinsi Riau dalam penyelesaian laporan atas dugaan mal-administrasi 
penyelenggara pelayanan publik, diamana di tulliskanlah batasan-batasan 
pengertian konsep yang digunakan untuk pembahasan yaitu: 
1. Analisis sistem dan prosedur ombudsman dalam Penyelesaian Laporan Atas 
Dugaan Mal-Administrasi Penerimaan Peserta  Didik Baru (PPDB) di Kota 
Pekanbaru. 
2. Pelaksanaan ombudsman dalam menyeleasaikan laporan maladminstrasi 
pelayanan publik di wilayah Kota Pekanbaru. 
3. Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan 
mendasarkan beberapa asas yakni kepatutan, keadilan, nondiskriminasi, 
tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan, dan kerahasiaan. 
2.9. Konsep Operasinal  
Konsep operasional adalah cara atau alat yang digunakan dalam menjawab 
masalah penelitian dan mencapai tujuan penelitian. Konsep operasional adalah 




kesatuan bahasa, makna serta persepsi dan pengertian dalam mengelola dan 
menganalisa data. Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan konsep operasional  
sistem dan prosedur ombudsman dalam penyelesaian laporan atas dugaan mal 
administrasi  penerimaan peserta didk baru (PPDB) Di kota Pekanbaru. Dapat 
dilihat pada tabel 2.1. : 
Tabel 2.1 Konsep Operasional  
NO REFERENSI PROSES SUB INDIKATOR 
1. Sistem dan porsedur 
Ombudsman  
penyelesaian laporan 
atas dugaan mal 
administrasi 
penerimaan pesrta 
didik baru (PPDB) di 
Kota Pekanbaru 
1) Menerima Laporan 
 
Menerima laporan 
dari pelopor, laporan 
tersebut harus 
memenuhi syarat-
syarat sesuai dengan 
ketentuan baik secara 




atau dokumen lain 
dari pelapor, serta 
meminta klarifikasi 
dan salinan dokumen 
untuk pemeriksaan 
laporan. Dan laporan 
tersebut dapat di 
lanjutkan 
3) Tindak Lanjut 
Laporan 
Memanggil pelapor, 
terlapor dan pihak lain 
yang berkaitan dengan 
laporan yang di 
laporkan. Dan 
meminta klarifikasi 
tertulis dari terlapor 
  4) Melakukan 
Investigasi  
Mengumpulkan 
keterangan lisan atau  
dokumen tertulis dari 
terlapor ataupun pihak 
lain yang  terkait 
langsung maupun 


































2.10. Kerangka Berpikir  
Gambar 2.1. Kerangka Berpikir 
      OBYEK PENELITIAN 
            Ombudsman Perwakilam Provinsi Riau 
 
TEORI 
1. Teori Sistem 
2. Teori Prosedur 
3. Teori Pelayanan publik 
4. Ruang Lingkup Ombudsman 











1. Menerima Laporan 
2. Pemeriksaan Substansi     
Laporan 
3. Tindak Lanjut Laporan 
4. Melakukan Investigasi 
5. Tahap Resolusi 
6. Penutupan Laporan 
HASIL YANG DICAPAI 
Analisis Sistem Dan Prosedur 
Ombudsman Dalam Penyelesaian 
Laporan Atas Dugaan Mal-
Administrasi Penerimaan Peserta  





2.11. Penelitian Terdahulu 
Nama peneliti Judul penelitian Masalah penelitian 
Fitri Adelia 
 
Analisis pelaksanaan penyelesaian 
laporan atas dugaan 
maladministrasi penyelenggara 
pelayanan publik oleh 
Ombudsman Republik Indonesia 
Perwakilan Provinsi Riau (studi 
kasus di wilayah kerja Kota 
Pekanbaru) 
Bahwa pelaksanaan 
penyelesaian laporan atas 
dugaan mal administrasi 
penyelenggaraan 
pelayanana publik oleh 
Ombudsman Republik 
Indonesia Perwakilan 
Provinsi Riau belum 
berjalan maksimal sesuai 
dengan undang-undang no 
37 tahun 2008 tentang 
Ombudsman Republik 




Provinsi Riau belum 
melakuakan investigasi 
seacara intensif baik dari 
kualitas maupun kuantitas 
Shita Mariza S Fungsi pengawasan Ombudsman 
Republik Indonesia dalam 
peningkatan pelayanan publik 
bidang pendidikan di Kota 
Makassar 
Mengetahui pelaksanaan 
fungsi Ombudsman dalam 
mengawasi pelayanan 
publik dan Untuk 
mengetahui tindak lanjut 
rekomendasi Ombudsman 
dalam upaya    
peningkatan pelayanan 
publik bidang pendidikan 
di Kota Makassar. 
Taufiq 
Pelaksanaan fungsi Ombudsman 
Republik Indonesia Perwakilan 
Provinsi Riau dalam pengawasan 
pelayanan publik 
Untuk mengetahui fungsi 
pelaksanan pengawasan 
ombudsman dalam 












3.1. Jenis Penelitian 
Adapaun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan analisis 
deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian menggambarkan 
subjek dan objek baik sesorang, lembaga, dan lain sebagainya serta didasarkan 
hasil observasi dan wawancara mendalam yang peneliti lakukan yang ditemukan 
di lapangan.  Di dalam penelitian ini juga terdapat upaya mendeskripsikan, 
mencatat dan menganalisa kondisi yang terjadi yang bertujuan untuk memperoleh 
informasi-informasi mengenai keadaan di lapangan. Penelitian ini juga hanya 
mendeskripsikan informasi  yang ada secara objek (sugiyono dalam Harbani 
Pasolong, 2013:75-6). 
3.2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 
Penelitian Yang Dilakukan Oleh Penulis Bertempat Di Kantor Ombudsman 
Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau Yang Beralamat di Jalan 
Dipenogoro No. 44 A, Kelurahan Simpang Empat Kota  Pekanbaru Provinsi Riau. 
Dan dalam pelaksanaan penelitian ini dilakukan dimulai dari bulan Februari 
sampai bulan Maret 2019 .   
3.3. Jenis dan Sumber Data 
Data unsur penting dalam penelitian berupa suatu fakta yang ada untuk 






dari penelitian ini yaitu data kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut sugiyono 
(2013:15), data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat 
dan gambar. Data yang berupa kata-kata atau gambar dapat diperoleh dari 
wawancara, cacatan lapangan dan dokumen-dokumen lainnya. 
Dilihat dari sumber datanya, menurut sugiyono (2013:15) pengumpulan data 
dapat bersumber dari data primer dan data sekunder. 
3.3.1. Data Primer 
Menurut Suryabrata (2005:39), data yang langsung dikumpulkan oleh 
peneliti (petugas-petugasnya) dari sumber datanya diperoleh dari langsung 
melakukan wawancara dengan informan penelitian yang terkait dengan masalah 
analisis sistem dan prosedur ombudsman dalam penyelesaian laporan atas dugaan 
mal-administrasi Penerimaan Peserta  Didik Baru (PPDB) di Kota Pekanbaru. 
3.3.2. Data Sekunder 
Data sekunder ini diperoleh dari kantor Lembaga Ombudsman Republik 
Indonesia Perwakilanm Provinsi Riau Kota Pekanbaru berupa data yang sudah 
diolah. Data juaga diambil dari berbagai sumber seperti buku, arsip, internet, 
pemberian media massa dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 
3.4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik Pengumpulan data meruopakan usaha untuk mengumpulkan bahan-
bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa data, fakta, gejala, 







Menurut Sanapiah Faisal (2005:52), metode observasi adalah metode yang 
menggunakan pengamatan atau pengindraan langsung terhadap situasi,m proses 
dan prilaku. 
Penulis melakukan penelitian ini di Kantor Ombudsman Perwakilan 
Provinsi Riau di Kota Pekanbaru, penulis mengamati secara langsung objek 
penelitian yang diteliti dan mengamati secara langsung fenomena yang terjadi 
dalam analisis sistem dan prosedur ombudsman dalam penyelesaian laporan atas 
dugaan mal-administrasi Penerimaan Peserta  Didik Baru (PPDB) di Kota 
Pekanbaru. Sehingga data yang di perlukan benar-benar dipertanggung jawabkan. 
b. Wawancara 
Teknik yang digunakan oleh pewancara (penulis) dengan melakukan 
pengumpulan data denfgan cara mengajukan pertanyaan kepada yang di 
wawancarai yang mengetahui pasti dalam analisis sistem dan prosedur 
Ombudsman dalam penyelesaian laporan atas dugaan mal-administrasi 
Penerimaan Peserta  Didik Baru (PPDB) di Kota Pekanbaru. 
c. Tinjuan pustaka 
Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan 






d. Dokumentasi  
Dokementasi adalah mencari data atau variabel berupa catatan, transkrip, 
buku dan sebagainya. Teknik ini digunakan pada saat pencarian informasi yang 
bersumber dari dokumentasi atau arsip-arsip yang relevan dengan tujuan 
penelitian. 
3.5. Subjek Penelitian 
Menurut Moleong (2000:97) informan penelitian adalah seseorang yang 
benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang dapat 
diperoleh dari informasi yang jelas, akurat dan terpercaya. Imformasi tersebut 
biasa berupa pernyataan, keterangan data-data yamg dapat membantu dalam 
memahami atau permasalahan yang diteliti. 
Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari 
hasil penelitiannya. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan 
informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informasi penelitian melipti 3 
hal yaitu: 
1. Informan kunci (key informan) yaitu mereka yang mengetahi dan memiliki 
informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. 
2. Informan biasa yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial 
yang diteliti. 
3. Informan tambahan yaitu mereka yang dapat memberikan informasi 
walaupun tidak langsung terlibat interaksi sosial yang sedang diteliti. 




Subjek penelitian dalam penelitian ini penulis tentukan metode purposive 
sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan 
menggunakan pertimbangn tertentu (sugiono 2012:216) dengan mengguanakan 
purposive sampling diharapkan kriteria sampel yang diperoleh benar-benar sesuai 
dengan penelitian yang dilakukan dan mampu menjelaskaan keaadan yang 
sebenarnya tentang objek yang diteliti. Yang menjadi informan penelti adalah key 
informan yang terdiri dari yaitu: 
Tabel 3.1. Data Key Informan penelitian 
No Sub Populasi Jumlah 
1 Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau 1 
2 Asisten Ombudsman Bidang PPDB 1 
3 Asisten Bagian Administrasi Bidang Keluhan 1 
 Jumlah  3 
 
3.6. Teknik Analisis Data 
Dalam hal ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, 
Deskriptif kualitatif yaitu, data yang terkumpul akan secara deskriptif dengan 
menguraikan danmenjelaskan hasil-hasil penelitian dalam bentuk kata-kata lisan 
maupun tertulis dari sejumlah data kualitatif. Dimana data yang diperoleh dalam 
penelitian ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, tanggapan-tanggapan, srta 
tafsiran yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan studi kepustakaan 







GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
4.1. Sejarah Terbentuknya Ombudsman 
Ombudsman Republik Indonesia menurut Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia adalah 
salah satu lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi 
penyelengaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara 
Negara dan Pemerintah. Lembaga ini juga mempunyai kewenanangan mengawasi 
termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha 
Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau 
perseorangan yang diberi tugas menyelengarakan pelayanan publik tertentu yang 
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ombudsman Republik 
Indonesia adalah lembaga negara independen yang menerima dan menyelidiki 
keluhan-keluhan masyarakat yang menjadi korban kesalahan administrasi publik, 
misalnya keputusan-keputusan atau tindakan pejabat publik yang ganjil, 
menyimpang, sewenang-wenang melangar ketentuan, penyalahgunaan kekuasaan, 
keterlambatan yang tidak perlu, atau pelanggaran kepatutan. 
Ombudsman sangat erat kaitanya dengan proses dan rangkaian pelayanan 
publik. Sedangkan pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 






jasa, atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelengaraan pelayanan 
publik. Ruang lingkup pelayanan publik adalah pengadaan dan penyaluran barang 
publik, penyediaan jasa publik, pelayanan administratif bersumber Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah.yang pelaksanaanya merupakan misi negara. 
Kata Ombudsman sendiri berasal dari Skandinavia, sering diartikan sebagai 
wakil sah dari seseorang. Lembaga semacam ini pernah dipraktekan di Cina 
sekitar 2000 tahun lalu selama Dinasti Han dan di Korea pada era Dinasti Chosen. 
Menjembatani penyelesaian masalah kerajaan dan rakyatnya. Pada tahun 1809 
lembaga ini yang semula berupa informal berubah menjadi lembaga formal di 
Swedia (Justitie Ombudsman). Lembaga Parliamentary Ombudsman (Folketingets 
Ombudsman yang lebih moderen, menjadi state auxiliary body mulai didirikan di 
Denmark tahun 1955 dan kemudian di New Zealand pada tahun 1962. 
Untuk Indonesia lembaga Ombudsman menjadi suaru lembaga yang penting 
mulai masa Reformasi 21 Mei 1998 mengamanatkan perubahan kehidupan 
bernegara, berbagsa, dan bermasyarakat, yaitu kehidupan yang didasarkan pada 
penyelengaraan negara dan pemerintahan yang demokrasi dalam rangka 
meningkatkan kesejahterasan, meciptakan keadilan, dan kepastian hukum bagi 
seluruh warga negara Indonesia. 
Upaya pembentukan lembaga Ombudsman Republik Indonesia oleh 
pemerintah dimulai ketika Presiden B.J. Habibie berkuasa, lalu dilanjutkan oleh 




K.H. Abdurrahman Wahid lah disebut sebagai tonggak sejarah pembentukan 
lembaga Ombudsman di Indonesia. Pemerintah pada waktu itu sadar akan 
perlunya lembaga Ombudsman di Indonesia menyusul adanya tuntutan 
masyarakat yang amat kuat untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan 
penyelenggaraan negara yang baik atau clean and good governance. 
Presiden K.H. Abdurrahman Wahid segera mengeluarkan Keputusan 
Presiden Nomor 55 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga 
Ombudsman. Menurut konsideran keputusan tersebut, latarbelakang pemikiran 
perlunya dibentuk lembaga Ombudsman Indonesia adalah untuk lebih 
meningkatkan pemberian perlindungan terhadap hak-hak anggota masyarakat dari 
pelaku penyelenggara negara yang tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya, 
dengan memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat yang dirugikan 
untuk mengadu kepada suatu lembaga yang independen yang dikenal dengan 
nama Ombudsman. 
Pada bulan Maret 2000, K.H. Abdurrahman Wahid mengeluarkan 
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman 
Nasional, sehingga mulai saat itu, Indonesia memasuki babak baru dalam sistem 
pengawasan. Demikianlah sejak ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 44 
Tahun 2000 pada tanggal 10 Maret 2000, berdirilah Lembaga Ombudsman 
Indonesia dengan nama Komisi Ombudsman Nasional. Masa awal pembentukan 
pada era K.H. Abdurrahman Wahid, Ombudsman terbentuk dengan dua tujuan. 
Pertama, Ombudsman dibentuk untuk membantu menciptakan dan/atau 




kolusi, dan nepotisme, dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Kedua, adalah 
untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dalam 
memperoleh pelayanan umum, keadilan, dan kesejahteraan secara lebih baik. 
Kemudian untuk lebih mengoptimalkan fungsi, tugas, dan wewenang 
komisi Ombudsman Nasional, perlu dibentuk Undang-undang tentang 
Ombudsman Republik Indonesia sebagai landasan hukum yang lebih jelas dan 
kuat. Hal ini sesuai pula dengan amanat ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Nomor/MPR/2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan 
dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang salah satunya 
memerintahkan dibentuknya Ombudsman dengan Undang-undang. Akhirnya pada 
tanggal 7 Oktober 2008 ditetapkanlah Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. 
Setelah berlakunya Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia, maka 
Komisi Ombudsman Nasional berubah menjadi Ombudsman Republik Indonesia. 
Perubahan nama tersebut mengisyaratkan bahwa Ombudsman tidak lagi 
berbentuk Komisi Negara yang bersifat sementara, tapi merupakan lembaga 
negara yang permanen sebagaimana lembaga-lembaga negara yang lain, serta 
dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan 
lainya. 
Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, Ombudsman Republik 
Indonesia mempunyai tugas menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam 




masyarakat yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman 
Republik Indonesia, melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan 
maladministrasi dalam pelayanan publik, dan melakukan koordinasi, kerja sama 
serta pengembangan jaringan kerja dengan lembaga negara atau lembaga 
pemerintah lainnya. 
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau dibentuk dan 
mulai menjalankan tugasnya pada tanggal 8 Oktober 2012 lalu seiring dengan 
dilantiknya Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Riau 
bersama tiga orang asisten di Jakarta pada saat itu. Kehadiran Ombudsman di 
Perwakilan Provinsi Riau kemudian membawa perkembangan baru dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik di daerah ini. Perkembangan ini ditandai 
dengan peran Ombudsman Republik Indonesia dalam melakukan pembenahan di 
sektor pelayanan publik. Perkembangan baru juga makin terlihat dengan adanya 
upaya penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan 
yang diberikan kepada masyarakat. 
Yang mana pertama kali berdirinya kantor Ombudsman Republik Indonesia 
Perwakilan Provinsi Riau beralamat di jalan Arifin Ahmad selama kurang lebih 3 
tahun dan kini kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau 
beralamat jalan Diponegoro Nomor 44 A, Pekanbaru 28116. 
4.2. Sifat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau  
Berdasarkan Undang-undang 37 Tahun 2008 pasal 2 tentang Ombudsman 




lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik 
dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya. 
4.3. Asas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau  
1. Kepatuhan  
Dalam menjalankan tugasnya Ombudsman tidak hanya terpaku pada aturan 
hukum normatif belaka, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai yang 
berkembang dalam masyarakat. 
2. Keadilan 
Setiap tindakan dari Ombudsman harus mencerminkan keadilan 
bagi setiap pihak yang laporannya sedang ditangani oleh Ombudsman. 
3. Non diskriminasi 
Dalam memberikan pelayanan Ombudsman tidak boleh 
menggunakan prasangka ras, etnik, agama, keyakinan, politik, dan 
lain-lain. 
4. Tidak memihak 
Dalam mengambil pertimbangan dan menggunakan kewenangan 
Ombudsman harus besikap di tengah dan memperlakukan para pihak 
setara. 
5. Akuntabilitas 
Setiap aktivitas yang dilakukan oleh Ombudsman dapat 





Dalam menangani laporan dan menjalankan kewenangan harus 
pada posisi seimbang di antara pihak-pihak yang berkepentingan. 
7. Keterbukaan 
Dalam menjalankan tugasnya tidak menutup informasi yang 
seharusnya menurut ketentuan dapat dilakukan publikasi. 
8. Kerahasiaan 
Dalam menjalankan tugasnya Ombudsman tetap menjaga 
kerahasiaan informasi yang di dapat dari berbagai pihak yang tidak 
ada hubungan dengan pensanganan laporan. 
4.4. Tujuan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau  
Adapun tujuan Ombudsman Republik Indonesia yang di jelaskan dalam 
Undang-undang 37 tahun 2008 pasal 4 adalah sebagai berikut: 
a. Mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera. 
b. Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan  
efisien, jujur, terbuka, bersih,  serta bebas dari korupsi,  kolusi, dan 
nepotisme. 
c. Meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga 
negara dan penduduk   memperoleh   keadilan, rasa aman dan kesejahteraan 




d. Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan 
pencegahan praktekpraktek maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, 
serta nepotisme. 
e. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan 
supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan. 
4.5. Visi misi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau. 
4.5.1. Visi  
Mewujudkan pelayanan publik prima yang mensejahterakan dan 
berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya Provinsi Riau 
4.5.2. Misi  
Misi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau adalah: 
1. Melakukan tindakan pengawasan, menyampaikan saran dan 
rekomendasi serta mencegah Maladministrasi dalam pelaksanaan 
pelayanan publik. 
2. Mendorong penyelengaraan Negara dan Pemerintahan agar lebih 
efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih serta bebas dari korupsi 
dan nepotisme. 
3. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum 
masyarakat dan supremasi hukum yang berintikan pelayanan, 







Gambar 4.6.  Struktur Organisasi Ombudsman Republik Indonesia 
Perwakilan Provinsi Riau 
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6.1 Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan tersebut tentang 
Analisis Sistem dan Prosedsur Ombudsman dalam Penyelesaian Laporan atas 
Dugaan Mal Administrasi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Pekanbaru. 
Hasil temuan peneliti mendapatkan bahwa Sistem Prosedur Ombudsman 
dalam Penyelesaian Laporan atas dugaaan mal administrasi Penerimaan Peserta 
Didik Baru (PPDB) di Kota Pekanbaru, yaitu sebgai berikut: 
1. Menerima laporan masyarakat 
2. Pemeriksaan substansi laporan 
3. Menindaklanjuti laporan masyarakat 
4. Investigasi dan (konsiliasi) 
5. Resolusi  
Ombudsman dalam menyelesaikan laporan masyarakat dugaan mal 
administrasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Pekanbaru. Pada 
setiap tahap penyelesaian laporan ombudsman bisa melakukan penyelesaian 
laporan atau penutupan laporan di karenakan adanya laporan masyarakat atau 
terlapor belum lengkap berkas-berkas laporan, dan pihak Ombudsman telah 
menentukan jangka waktu untuk melengkapinya dan pelapor tidak melengkapi 






Ombudsman dalam menyelesaikan permasalahan menerima laporan 
pengaduan masyarakat tersebut di temukan kendala bagi Ombudsman para korban 
atau pelapor merasa ragu atau takut untuk melanjutkan laporan ke tahap 
berikutnya dan pada tahap invetigasi para pelopor meminta Ombudsman menjaga 
kerahasiaan pelapor atau tidak mempublikasikan kepada terlapor padahal 
bagaimana permasalahan laporan tersebut dapat di ungkap dan di selesaikan. 
Tindaklanjut rekomendasi laporan  lembaga  Ombudsman  Republik  
Indonesia Provinsi Riau Laporan atas dugaaan mal administrasi Penerimaan 
Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Pekanbaru, rekomendasi yang di buat oleh 
Ombudsman  Perwakilan Provinsi Riau dapat di kelompokkan menjadi tiga jenis 
rekomendasi, yaitu rekomendasi yang disesuaikan laporan yang dilaporkan oleh 
masyarakat. Pertama rekomendasi   yang   disusun   guna   membantu   
penyelesaian   pelapor,   kedua rekomendasi yang menyarankan pemberian sanksi 
guna pembinaan dan efek jera, ketiga rekomendasi untuk mengubah proses atau 
sistem yang mengakibatkan buruknya kualitas pelayanan publik. 
Dalam  hal  terlapor  dan  atasan  terlapor  tidak  melaksanakan rekomendasi  
atau  hanya  melaksanakan  sebagaian  rekomendasi dengan alasan yang tidak 
dapat diterima oleh Ombudsman, maka Ombudsman dapat mempublikasikan 
atasan terlapor yang tidak melakanakan rekomendasi dan menyampaikan laporan  







6.2 Saran  
Berdasarkan  fenomena diatas, Peneliti memberikan saran kepada 
Ombudsman dalam penyelesaian laporan dugaan maladministrasi pelayanan 
publik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di kota Pekanbaru, pihak 
Ombudsman harus menjelaskan kepada pelapor atau orang tua korban agar 
laporan yang diadukannya tidak di rahasiakan pelaporannya agar laporan yang 
diadukan penyelesaiannya dilakukan secara tuntas. 
Dalam menindaklanjuti laporan masyarakat Kota Pekanbaru di  sarankan 
agar mempercepat proses penanganan laporan masyarakat,  sehingga masyarakat 
tidak harus menunggu sampai 14 (empat belas) hari  sejak laporannya masuk dan 
masyarakatpun bisa memastikan laporannya ditindaklanjuti oleh Lembaga 
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1. Bagaimana sistem dan prosedur Ombudsman penerimaan laporan  ombudsman 
dalam penyelesaian laporan atas dugaan mal administrasi Penerimaan Peserta 
Didik Baru (PPDB)  di Kota Pekanbaru? 
2. Apa syarat-syarat yang harus di penuhi pelapor dalam melakukan laporan ke 
Ombudsman atas dugaan mal adminstrasi Penerimaan Peserta Didik Baru di 
Kota Pekanbaru? 
3. Apa kendala Ombudsman dalam penerimaan lapoaran masyarakat mengenai 
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di kota pekanbaru? 
4. Apa unsur yang dipenuhi laporan pelapor dikatakan dapat di proses atau tidak 
di proses/tindak lamjut? 
5. Bagaimana sistem pemanggilan pelapor, terlapor dan pihak terkait lainnya 
dalam pemeriksaan laporan atas dugaan mal administrasi Penerimaan Peserta 
Didik Baru  (PPDB) di Kota Pekanbaru? 
6. Bagaimana cara Ombudsman melakukan investigasi mengenai permasalahan 
laporan atas dugaan mal administrasi Penerimaan Peserta Didik Baru  (PPDB) 
di Kota Pekanbaru? 
7. Apabila ditemukan permasalahan dalam kasus tersebut. Bagaiamana cara 
ombudsman menyelesaikan permasalahan tersebut? 
8. Apa tindak lanjut Ombudsman dalam menyelesaikan pemasalahan itu? Dan 




9. Apa rekomendasi Ombudsman untuk  menyelasaikan permasalahan 

























Keterangan: Foto bersama ibu Tami Linasari, S.H, M.Kn asisten Ombudsman 
dalam Penerimaan Laporan Masyarakat di bidang Penerimaan Peserta Didik Baru 
(PPDB) di Kota Pekanbaru. 
 
Keterangan: Foto bersama bapak Habibie, S.H. Asisten Ombudsman verifikasi 





Keterangan: Foto bersama bapak Deny Rendra S.I.P, M.Si  asisten Ombudsman 
dalam penyelesaian di bidang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di kota 
Pekanbaru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
